
BUPATI BUTON UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR 39 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO MOR 9 
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
guru dan kualitas pelayanan pendidikan, perlu adanya 
pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Euton Utara khususnya terhadap guru yang tidak 
mendapatkan tunjangan profesi atau sertikasi; 

b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Euton Utara 
Tahun Anggaran 2020, belum mengatur tentang 
pemberian tambahan penghasilan kepada guru yang 
tidak mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikasi, 
sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Euton Utara Tahun 
Anggaran 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Eebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5061); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6340); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja 
diLingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 
Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 483); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 18 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2019 Nomor 18); 

18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2019 Nomor 53); 



Menetapkan 

19. Peraturan Bupati Euton Utara Nomor 54 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Euton 
Utara Tahun 2019 Nomor 54); 

20. Peraturan Bupati Bu ton Utara Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Euton Utara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Euton 
Utara Tahun 2020 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI EUTON UTARA NOMOR 9 
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
EUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasa!I 

Ketentuan Peraturan Bupati Euton Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Euton Utara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 9), khususnya 
pada Lampiran, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton 
Utara. 
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Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal 25 -0%- 2020 

BUPATI EUTON UTARA, 
gs-at 

H. ABU HASAN 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal 2s -0- 2020 

Pj.SE ETARIS DAERAH 
KABU'[A"EN BUTON UTA;A, 

B 

ITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3 
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